
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 
Tahun Anggaran 2022; 
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4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523);; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit Barang/Jasa 
yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

6. Perencanaan Kebutuhan adalah Kegiatan Merumuskan Rincian 
Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan 
sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan 
yang akan datang. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 
rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen 
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum 
Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat 
Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 
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BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 3 
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 
dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 

Standar Harga Satuan dipergunakan sebagai pedoman untuk 
menyusun RKA-SKPD / DPA-SKPD / RKA-SKPD Perubahan/ DPA-SKPD 
Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2022. 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

9. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian dan fungsi Perangkat Daerah. 

11. Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 
mempertahankan aset tetap dan aset tetap lainnya yang sudah ada 
ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai 
kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 
rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi 
serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset 
lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 

13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan atau dirnanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir. 

15. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau 
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas 
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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SEKRETARI · H KABUPATEN KARANGASEM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGA EM TAHUN 2021 NOMOR 38 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

11 GEDE DANA 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

fv BUPATI KARANGASEM, rr 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

Standar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati 
ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka Harga Barang/ Jasa 
dimaksud disesuaikan dengan harga pasar. 

Pasal 6 

Pasal 5 

Apabila dalam pelaksanaan kenaikan harga Barang/ Jasa akibat 
Kebijakan Pemerintah, inflasi dan/ atau keadaan memaksa yang 
disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar 
disesuaikan dengan harga pasar. 

Pasal 4 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah 
termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang 
merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang. 
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